PERATURAN YAYASAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN SK : 057/Kpts/SK-UMMY/IX/2019

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGURUS

Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan
Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas

Mahaputra Muhammad Yamin.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, perlu
disusun Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, perlu
menetapkan  Peraturan  Yayasan Mahaputra  Profesor
Muhammad Yamin Sarjana Hukum tentang Statuta Universitas

Mahaputra Muhammad Yamin.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4430);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5500);

. Anggaran Dasar Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin
Sarjana Hukum sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor
13 Tanggal 11 Mei 1984, dan terakhir dirubah dengan Akta
Notaris H. Khamisli Nomor 68 Tanggal 17 Juni 2011 dan disahkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia dengan
Keputusan Nomor : AHU-7776.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 22
November 2011, dan telah dirubah kembali dengan Akta Notaris
Nomor 113 Tanggal 30 Januari 2019 dan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor :

AHU-AH.01.05-0003774.

MEMUTUSKAN

PERATURAN YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD

YAMIN SARJANA HUKUM NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN.

PEMBUKAAN

Gubernur bersama Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se Wilayah Pembangunan IlI

bersepakat untuk menghadirkan Yayasan Mahaputra Profesor

Sumatera Barat,

Muhammad Yamin Sarjana Hukum yang berkedudukan di Solok. Pada tanggal 11 Mei J

1984. Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum mendirikan
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perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan limu Pendidikan (STKIP) dan
Sekolah Tinggi llmu Pertanian (STIP) yang menjadi cikal Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin. Nama Universitas ini diambil dari salah satu nama Pahlawan Nasional
dan Penggagas Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari Talawi, Kota
Sawahlunto, yang bernama Mr. Muhammad Yamin.

Sebagai Universitas yang menyandang nama besar Mr. Muhammad Yamin, maka
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin diharapkan dapat melahirkan lulusan yang
menjiwai semangat nasionalisme dan mampu mewujudkan 4 (empat) pilar pendidikan
yang dikemukakan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning to be, learning to do,
dan learning to live together. Sehingga melalui hal tersebut, dapat dihasilkan sumber daya
manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki kearifan lokal, dan berdaya saing
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta siap dan optimis dalam menghadapi
tantangan globalisasi dan masa depan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan cara mewujudkan serta memelihara
kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di dalam
komunitas akademik, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menjalankan Tridharma
Perguruan Tinggi dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik,
sehingga dihasilkan ilmu-ilmu baru dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada
masyarakat yang bermanfaat bagi kemaslahatan ummat.

Proses Pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus dilandasi
kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran
tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang
mengacu pada peraturan perundang-undangan. Statuta ini merupakan pedoman dalam

pengelolaan dan pengembangan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin ini yang dimaksudkan dengan:
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10.

11

12.

Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum selanjutnya disebut
Yayasan.

Badan Pengurus Yayasan selanjutnya adalah pihak yang berwenang menerbitkan
Peraturan Yayasan dan Keputusan Yayasan

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang selanjutnya disingkat UMMY adalah
Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang
meliputi; Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas pendidikan akademik
dan pendidikan vokasi, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang selanjutnya disebut Statuta
adalah peraturan dasar pengelolaanUniversitas Mahaputra Muhammad Yamin yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional
dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Rektor adalah Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Senat adalah Senat Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang memiliki peran
sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian
pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik
dilingkungan Universitas.

Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan
pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan
akademik dilingkungan fakultas.

Dekan adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan
mahasiswa dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Mahaputra

Muhammad Yamin.
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13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang

pendidikan tinggi.

BAB Il
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 2

1. UMMY menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program
magister dan program doktor.

3. Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program
sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.

4. Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
program spesialis dan profesi.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

1. Penyelenggaraan pendidikan di UMMY menggunakan tahun akademik yang
dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan

semester genap.
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. Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses
pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian
tengah semester dan ujian akhir semester.

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam
bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, pratikum, praktik
studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah
lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester
(SKS).

. SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan
pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan
beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban
penyelenggaraan program.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian
pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan
melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai dengan dinamika

perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan Mahasiswa, masyarakat,
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stakeholder, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Visi UMMY.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk
setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah
mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 6

. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen
pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas,
pengamatan, dan/atau bentuk lain.

Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah
semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas
terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.

. Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh
informasi untuk kerja, sikap, dan perilaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa diatur
dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi di UMMY.

Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik
dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun penyampaian

pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan
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dayaguna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8.

Penerimaan mahasiswa baru di UMMY dilakukan melalui seleksi penerimaan

mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan

tingkat kemampuan ekonomi.

Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di UMMY seseorang harus :

a. Memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk
program diploma dan program sarjana;

b. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa UMMY;

¢. Melakukan registrasi di UMMY; dan/atau

d. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.

UMMY dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain

dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

UMMY dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan

prasarana yang tersedia.

UMMY dapat mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan

Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UMMY dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UMMY apabila memenuhi syarat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dengan Peraturan

Rektor setelah mendapatkan pertimbangan senat sesuai dengan peraturan =

perundang-undangan.
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Pasal 9

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti
wisuda.

. Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) merupakan proses pengukuhan
kelulusan mahasiswa di UMMY

Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapatkan pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 10

UMMY melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan,

penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :

a. Mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi.

b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang
sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas

akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga

fungsional.

Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaedah dan etika keilmuan pada bidang yang

ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu,

dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam

terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau _
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LP3M.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 11

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam
mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui
pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai
dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Sivitas Akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan
tenaga kependidikan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan
pembelajaran dan penelitian.

Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah
diakses oleh masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LP3M.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan

Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
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(1)
()

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bagian Keempat

Kontrak Kerja, Kode Etik dan Etika Akademik
Pasal 12

UMMY memiliki kontrak kerja, kode etik dan etika akademik.

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perjanjian pekerjaan
yang menjadi beban pekerjaan yang ditugaskan kepada penerima pekerjaan sebagai
acuan melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan,
kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas
kepribadian.

Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kode etik Jabatan

b. kode etik Dosen;

c.  kode etik Mahasiswa; dan

d. kode etik Tenaga Kependidikan.

Kode etik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
pedoman sikap dan perbuatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan.
Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pedoman
sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma
perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun
pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ merupakan
pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan
Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat
pada umumnya.

Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan
dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus
maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku
bagi Sivitas Akademika UMMY.

Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sanksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik jabatan, kode etik Dosen dan kode eﬁk
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayét (5), ayat (6) dan ayat (7) serta etika
akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan Rektor
setelah mendapat pertimbangan Senat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur

dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

UMMY menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan, setiap anggota Sivitas Akademika:

a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu
akademik;

b.  mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat,
bangsa, negara, dan kemanusiaan;

C. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta
akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

d.  melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai
etika, dan kaidah akademik; dan

e.  tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan

secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengén

rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang,

seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain

yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Dosen

dan Mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam

menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan

kebenaran ilmiah menurut ckaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (4):

a. merupakan tanggung jawab setiap anggota Sivitas Akademika yang terlibat;

b.  menjadi tanggung jawab UMMY apabila UMMY atau unit organisasi di
lingkungan UMMY secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;

(o dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan; dan

d.  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UMMY

untuk:

a.  melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

b.  melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan
budaya bangsa dan negara Indonesia;

c. menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan

d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah

mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keenam
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 14

Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu
pendidikan tinggi oleh UMMY secara otonom untuk mengendalikan dan
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
siklus kegiatan yang terdiri atas:

a.  penetapan standar pendidikan tinggi;

b.  pelaksanaan standar pendidikan tinggi;

e evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi

d.  pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan

e.  peningkatan standar pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPMI

Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu
yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

UMMY mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan
kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.

Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(1)

()

(1)

Bagian Ketujuh
Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

UMMY memberikan gelar, ijazah dan tfanskrip akademik, surat keterangan
pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah
dinyatakan lulus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik,
surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan
Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

UMMY dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau
lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan UMMY atau
mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan

Senat.

BAB Il
PENGELOLAAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Bagian Kesatu
Otonomi Perguruan Tinggi di UMMY

Pasal 18

Otonomi perguruan tinggi di UMMY dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. akuntabilitas;
b. transparansi;

b. nirlaba;
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()

3)

(4)

(1)

()

(3)

€. penjaminan mutu; dan

d. efektivitas dan efisiensi.

Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. otonomi di bidang akademik; dan

b. otonomi di bidang non-akademik.

Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

a. pendidikan;

b. penelitian; dan

c. pengabdian kepada masyarakat.

Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

a. organisasi;

b. keuangan;

c. kemahasiswaan;

d. ketenagaan; dan

e. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan UMMY

Paragraf 1
Pola Pengelolaan sarana dan prasarana

Pasal 19

Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi UMMY.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah
pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.

Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan
prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan
dengan rencana strategis UMMY.

Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem
manajemen dan akuntansi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan

Peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

Paragraf 2
Pola Pengelolaan Anggaran

Pasal 20

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan dan
perundang-undangan.

UMMY menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan Yayasan dan perundang-undangan.

Laporan pertanggungjawaban anggaran UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan

yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pola Pengelolaan Kerja sama

Pasal 21
UMMY dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan

perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar 3

negeri.
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:

a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan mutu; .

c. saling menghormati;

d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

e. keberlanjutan; dan

™

mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional,
dan/atau internasional.
(4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

o

b.  program kembaran;

0

pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang
sejenis;

d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang
membutuhkan pembinaan;

pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;

o

b

pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g pemagangan;
h.  penerbitan Jurnal ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
4 bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b.  penggalangan dana;
c.  jasadan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan

merupakan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 1

undangan.
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()

(8)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Kerja sama yang dilakukan dengan harus dituangkan dalam nota kesepahaman
dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan Yayasan.

Paragraf 4
Pola Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 22

Sumber pendanaan UMMY dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah

daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:

a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;

b.  biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

c.  hasil kerja sama;

d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan
tinggi;

e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah
dan tidak mengikat; dan

. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah,

masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

yayasan dan perundang-undangan.

Pasal 23

Kekayaan UMMY meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan
intelektual yang dikelola oleh UMMY.
Kekayaan UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk

penyelenggaraan Tridharma dan pengembangan UMMY.
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(3)

(4)

()

(3)

(1)

()

Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau
dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan dan
perundang-undangan.

Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan UMMY dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 24

Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UMMY terdiri atas:

a.  peraturan perundang-undangan;

b.  peraturan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;

¢ keputusan Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;

d. peraturan Senat;

e.  peraturan Rektor; dan

i keputusan Rektor.

Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan

ketentuan peraturan yayasan dan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola UMMY

Paragraf 1
Identitas UMMY

Pasal 25

UMMY merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang berkedudukan di Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Tanggal 11 Mei ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UMMY.
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Pasal 26

(1)  UMMY memiliki lambang berbentuk segi lima
(2) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai
berikut :
a. Secara keseluruhan segi lima, melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara
dan falsafah bangsa yang merupakan dasar pendidikan UMMY;
b. Bagian isi merupakan gonjong/atap rumaha adat dan atap masjid, yang
mewujudkan lambang Sumatera Barat tempat berdirinya Yayasan Mahaputra
Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum;
c. Buku dibawah atap rumah adat melambangkan pendidikan; dan
d. Garis pinggir yang terdapat dilambang mempunyai arti pendidikan yang
bertanggung jawab dan berkesinambungan.
(3) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna warna
sebagai berikut:
a. Warna merah hati melambangkan semangat dan tekad pendidikan yang
menyala dan tulus;
b.  Warna hitam melambangkan kekuatan dan wibawa pendidikan;
c.  Warna putih melambangkan kesucian dan ketulusan; dan
Warna kuning emas pada tulisan dan pinggir lambang melambangkan
kecemerlangan, keagungan dan kegairahan hidup dunia pendidikan.

(4) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai

berikut:
Lambang Warna Kode Warna RGB
Segi lima Dasar Merah hati 128-0-0
Atap rumah adat Hitam 0-0-0
Atap masjid dan buku Putih 255 - 255 - 255
Tulisan dan Garis pinggir Emas 255-215-0
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(5) Lambang UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

A
—_—

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang UMMY diatur dengan Peraturan

Rektor.

Pasal 27

(1) UMMY memiliki bendera berbentuk segi empat
(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UMMY diatur dengan Peraturan Rektor.
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Pasal 28

(1) Fakultas di lingkungan UMMY memiliki bendera berbentuk segi empat

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna sebagai berikut:

FAKULTAS CONTOH WARNA| NAMA WARNA KODE WARNA

Universitas Mahaputra

e Kuning RGB 255-215-0
Muhammad Yamin
Fakultas FKIP - BiruTua RGB 106-125-240
Fakultas Pertanian - Hijau Tua RGB 0-126-0

Fakultas Ekonomi b Ungu Muda RGB 255-71-253

Fakultas Hukum Merah Tua RGB 204-0-51

I '

Pasal 29

(1) UMMY mempunyai himne dan mars.

(2) Himne UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
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Mars UMMY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

UMMY
474 1 = Bes MABS Melody : JAFRIKI

tempo i marcia Lyric :B. ANDOESKA
Ciah vokal - B. ANDOESKA

—— — —

s:él:‘ai7i.él'is'-so:ulsss.ss'.i|7éé6
KAU tumbuh dengan su  bumya " BAGAI KAN bunga harum ber = seri
._ PRESSR —'—l —_— __ﬂ
A 3"52343.23"012'334.3‘3 4 3 S5
KAU  tumbt su  burmya mnxm.\g-humw'?‘-?f =

o

T 4 I3 & 8 = 7lsasos.s]iii.7i.e|ss 70

KAU  wmbuh dengon su bumya BAGAI KAN bunga herura bes  sent

B: 7213 %3 235.4|331 101 311 1.23 .4]28 4 a0
~_ KAU  mumblh dengan su  buriya BAGAI KAN bunga harum ber

~

—_— e et — i

l26 6 06 6] 77 6.6 54 |35 5§
er sada BANGUN Negaramarn ber bhakt

A: 45166 53323]4 3 204 4]54 2443 2|5330
ENG  KAULAH harapan Par sada BANGUN Negaiwmar ber bhakt

— S = < ez P i L

T T 2 176686)6 5 4032 2322 1476 ;5110

—

B: 335 443 2aidl2220 23145 5.4 35 2l3a17v70
“_ ENG KAULAH harapan Per BANGUN Negaramati ber bhakh -

5 Towr S Enaiiee— o e N A
$: 5 |31 77 1.2/15 503 4|5 45 6%6%i|6 1110
BER KAT as=h, asih dan asuh DARI ﬂammﬁmﬁa'

A: 33152 33423 | 2] a2s 4
% 44 3211 1 o1 4 54564 4 440
%KATM.MM;IF’ DARI mmml tanda jasa

T: i lisssez|s53s0s s]izi.iiiiili se¢ 60
BER KAT asah, asih dan asuh DARI  para pahlawan tanpa tanda js==
—_— —— T W—— —_— —

B: 1§I:9_gz.2 34|31 1017 ]12 323333 [4 1110

— KAT asah, asih dan asuli DARI  para pahlawan tanpa tanda jasa

f o TT -_— == . L T T ey, —
S: 1.4 li‘433|15$os.3|s1.77a'31-io|
CAH YAl@muterangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen 1o sa

—— _ﬁ: y— —_—— ——— ————— —
A:66 |6 i1i.i76]5 3 i o5 5] 234532154 30}
CAH YAWmuterangl Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen 1o sa

T:id .ii_.‘ 4321iss5o0i ]| 73321i.7li7s0 |
CAH YA terangi Bangsa UMMY Ja yarakyat sen o sa
— _— — ——

—— — _— == —
~B:44 | 4 4 1654]3 3 2 1 0 1] 2s.s 4s.zlazio|_
CAH YA terangi Bangsa UMMY Ja ya rakyat sen o sa

SOLONK WOTA NENANCAN, 01061989

25| Peraturan Yayasan No. 1 Tahun 2020



(4)

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars UMMY diatur

dengan Peraturan Rektor.

Pasal 30

UMMY memiliki busana akademik dan busana almamater.

Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana
pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.

Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung,
dan atribut lainnya.

Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket warna kuning
dan dibagian dada sebelah kiri terdapat lambang UMMY.

Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur

dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Visi, Misi, dan Tujuan UMMY

Pasal 31

Visi UMMY adalah menjadi Universitas unggul dan berkualitas dengan lulusan yang

beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri dan mampu bersaing di tingkat

nasional dan internasional pada Tahun 2031.

Pasal 32

Misi UMMY adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang berkualitas dan berkesinambungan

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam skala nasional
dan internasional.

Melaksanakan pengabdiaan kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi.

Membangun hubungan kerjasama Internasional di bidang Pendidikan dan penelitian.
Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar nasional dén
internasional. '

Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi

yang ditetapkan oleh Menteri terkait.

Pasal 33

Tujuan UMMY adalah “Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa

pada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat

Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan yang

mampu dalam memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang

membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan.

Tujuan UMMY adalah untuk mewujudkan visi dan misi UMMY Solok, maka

ditetapkan tujuan strategi UMMY Solok untuk masing-masing misi sebagaimana diuraikan

berikut ini.:

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kualifikasi keahlian.

2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.

3. Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.

4. Terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat implementatif
dan berdaya guna.

5. Kerja sama yang produktif dan berkelanjutan serta saling menguntungkan dengan
berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional.

7. Tersedianya fasilitas penunjang akademik yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.

8. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan akuntabel.
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